
•	 Pada 30 Maret lalu, pemerintah mengumum-
kan harga baru bahan bakar bersubsidi yang 
berlaku pada 1 April 2016. 

•	 Perubahan harga pada bulan April adalah 
untuk kedua kalinya sejak pemerintah men-
gumumkan akan mengevaluasi dan menye-
suaikan harga bahan bakar bersubsidi setiap 
tiga bulan sekali pada November 2015. 

•	 Pemerintah mempertimbangkan untuk mere-
formasi subsidi diesel. Penghapusan penuh 
subsidi diesel diperkirakan akan menghe-
mat Rp16 triliun (USD1,21 miliar) anggaran 
pemerintah. 

•	 Perusahaan-perusahaan batubara meminta 
pemerintah menyubsidi batubara, namun 
permintaan ini ditentang oleh berbagai or-
ganisasi masyarakat sipil. 

Sorotan

Sebuah kajian dwi-bulanan tentang kebijakan subsidi energi 
Indonesia dan pasar energi

Sebagai bagian dari kerjanya di bidang kebijakan energi dan 
pembangunan berkelanjutan di Indonesia, the Global Subsidies Initiative 
(GSI) dari International Institute for Sustainable Development (IISD) 
menerbitkan briefing rutin tentang isu terkait subsidi energi. Untuk 
informasi lebih lanjut, hubungi Lucky Lontoh di lucky.lontoh@iisd.org.
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Perubahan Harga Bahan Bakar Bulan April

Pada 30 Maret lalu, Pemerintah Indonesia mengu-
mumkan harga baru bahan bakar bersubsidi yang 
akan mulai berlaku pada 1 April 2016. Harga baru 
tersebut mencakup harga bensin Premium, (RON 88) 
dan diesel otomotif Solar, (CN 48) yang diturunkan 
sebesar Rp500 per liter (USD0,04). Adapun harga 
minyak tanah masih sama, yaitu Rp2.500, per liter 
(USD0,19) (Antara, 2016). 

Perubahan harga pada bulan April merupakan un-
tuk kedua kalinya pemerintah mengumumkan akan 
mengevaluasi dan menyesuaikan harga bahan bakar 
bersubsidi setiap tiga bulan sekali penyesuaian sejak 
November 2016. Pada pengumuman tersebut, pemer-
intah juga menjelaskan bahwa harga bahan bakar di 
Indonesia menduduki peringkat 16 terendah dari 173 
negara di seluruh dunia, serta ketiga terendah di an-
tara negara-negara ASEAN (Kementerian ESDM, 2016).

Sepanjang 2015, pemerintah Indonesia berusaha 
merancang seberapa sering penyesuaian harga bahan 
bakar berusubsidi harus dilakukan, dan akhirnya me-
mutuskan akan melakukannya setiap tiga bulan sekali. 

Tipe Bahan Bakar 
Bersubsidi

Harga Januari 
2016 (Rp/liter) 

Harga April 2016 
(Rp/liter)

Bensin (RON 88) – 
untuk daerah luar 

6,950  
(USD 0.52)

6,450  
(USD 0.49)

Diesel Otomotif 
(CN 48)

5,650  
(USD 0.42)

5,150  
(USD 0.39)

Minyak Tanah 2,500  
(USD 0.2)

2,500  
(USD 0.2)

Tabel 1: Penyesuaian Harga Bahan Bakar Bersubsidi 
Indonesia pada April 2016

Sumber: Kementerian ESDM, 2016.

Perubahan harga terakhir pada bulan April dilakukan 
sesuai jadwal, menyusul perubahan harga bahan 
bakar sebelumnya pada 5 Januari 2016. Tanda-tanda 
perubahan harga juga telah tampak jelas di sepanjang 
bulan Maret, yaitu ketika PT Pertamina melaporkan 
bahwa mereka telah diinstruksikan oleh pemerintah 
untuk bersiap-siap menurunkan harga bahan bakar 
domestik pada 1 April 2016 (CNN Indonesia, 2016). 
Pesan yang sama juga ditegaskan kembali oleh 
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman 
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Said, yang pada 24 Maret 2016 mengumumkan bahwa 
harga bahan bakar bersubsidi akan disesuaikan pada 
bulan April (Kementerian Energi, 2016). 

Harga bahan bakar bersubsidi terus menjadi topik 
perdebatan di Indonesia. Baru-baru ini Bank Dunia 
memprediksi bahwa pendapatan negara akan meleset 
sebesar Rp275 triliun (USD20.8 miliar) dari target yang 
seharusnya diterimanya pada 2016. Hal ini membuat 
Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo, men-
dorong pemerintah untuk meningkatkan upayanya 
untuk memperbaiki mekanisme penetapan harga 
bahan bakar yang baru yang dilaksanakan setelah 
reformasi subsidi pada Januari 2015, dengan tujuan 
untuk mengamankan APBN 2016, serta meningkatkan 
peringkat kredit Indonesia dalam peniliaian lembaga 
pemeringkat internasional, Standard and Poor’s. 
Menurut Agus Martowardojo, hal tersebut akan mem-
bantu Indonesia menarik investasi internasional yang 
amat diperlukan serta mengurangi biaya peminjaman, 
yang akan sama-sama merangsang pertumbuhan 
(Jakarta Globe, 2016). 

Sebelumnya, kebijakan-kebijakan subsidi bahan bakar 
Indonesia selalu menyebabkan beban fiskal yang 
berat, dan sangat mempengaruhi peringkat kredit 
maupun kinerja ekonomi Indonesia secara umum. 
Sebelum reformasi pada bulan Januari 2015, subsidi 
bahan bakar yang diberikan kepada bensin, diesel, 
minyak tanah, dan LPG 3kg, menjadi salah satu pos 
pengeluaran terbesar di APBN, yaitu sebesar 18 persen 
dari belanja total pemerintah pada 2013 dan 2014. 

Akankah Reformasi Subsidi Diesel Menyusul?  

Selain penyesuaian harga baru-baru ini, pemerintah 
juga sedang mempertimbangkan mereformasi kebi-
jakan subsidi dieselnya. Pada 2015, pemerintah men-
gubah subsidi diesel dari sistem harga tetap menjadi 
sistem subsidi tetap, yaitu dengan memberikan 
subsidi sebesar Rp1.000 per liter (USD0,08) untuk die-
sel otomotif yang dijual PT Pertamina. Dengan kuota 
tahunan sebesar 16 juta kiloliter. Penghapusan subsidi 
diesel diperkirakan akan menghemat belanja pemerin-
tah sebesar Rp16 triliun (USD1,21 miliar).  

Menurut Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian 
ESDM, Ir. Sujatmiko, sebagian dari dana yang dihemat 
dari reformasi subsidi diesel akan ditransfer ke Pro-
gram Indonesia Terang (PIT) yang bertujuan menin-
gkatkan tingkat elektrifikasi Indonesia dari 85 persen 
pada 2015 menjadi 97 persen pada 2019 (Republika, 
2016). 

Namun rencana tersebut terpaksa ditunda sehubun-

Produk 
Energi 

2013 (APBN 
Audit)

2014 (APBN 
Audit)

2015 (APBN 
Revisi)

Bensin Pre-
mium

99,564.30 
(USD 7.54)

108,957.69 
(USD 8.25)

64,674.80 
(USD 4.90)

Diesel Solar 73,200.55 
(USD 5.55)

74,860.54 
(USD 5.67)

Minyak 
tanah

6,253.11 
(USD 0.47)

7,200.49  
(USD 0.55)

LPG 3kg 30,982.03 
(USD 2.35)

48,975.34 
(USD 3.71)

Subtotal 
Subsidi Ba-
han Bakar

209,999.99 
(USD 15.91)

239,994.06 
(USD 18.18)

Listrik 99,979.71 
(USD 7.57)

101,816.32 
(USD 7.71)

73,149.20 
(USD 5.54)

Total Subsidi 
Energi

309,979.70 
(USD 23.48)

341,810.38 
(USD 25.89)

137,824.00 
(USD 13.80)

Total Belanja 
Pemerintah 
Pusat 

1,137,162.90 
(USD 86.15)

1,280,368.60 
(USD 97.00)

1,392,442.3 
(USD 105.49)

Tabel 2: Alokasi Subsidi Bahan Bakar Indonesia dalam 
APBN 2013-2015 (Rp, USD/miliar) 

Sumber: APBN Revisi 2015; APBN 2016.

gan mendekatnya bulan suci Ramadhan yang akan 
dimulai pada bulan Juni. Sebagaimana diketahui, 
selama bulan Ramadhan, harga-harga cenderung naik, 
dan reformasi subsidi diesel sengaja ditunda agar 
tidak memberikan tekanan inflasi tambahan. Akan 
tetapi, pemerintah tetap akan meneruskan pembicara-
an tentang reformasi subsidi diesel dengan parlemen 
maupun seluruh pemangku kepentingan pada bulan-
bulan setelahnya.  

Tarif Transportasi Publik Turun Menyusul Penyesuaian 
Harga Bahan Bakar

TPengumuman perubahan harga bahan bakar bersub-
sidi pada 30 Maret 2016 lalu disusul dengan penye-
suaian tarif transportasi publik oleh Kementerian 
Transportasi. Langkah ini telah mendapat persetujuan 
resmi dari Presiden Jokowi (Merdeka, 2016). Pada 
awal April lalu, Menteri Transportasi, Ignasius Jonan, 
mengumumkan bahwa mulai 7 April, tarif transportasi 
antar-provinsi akan diturunkan sebesar 3,5 persen, se-
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mentara tarif transportasi antar-pulau akan diturunkan 
sebesar 3,38 persen (BeritaSatu, 2016). Kementerian 
Transportasi menyatakan bahwa alasan utama penu-
runan tarif tersbeut adalah rendahnya harga minyak, 
sementara Menteri Jonan juga mengeluarkan surat 
edaran yang menginstruksikan pemerintah-pemerin-
tah daerah untuk menurunkan tarif transportasi publik 
di daerah masing-masing (Republika, 2016).  

Hubungan antara harga bahan bakar Indonesia dan 
tarif transportasi publik, yang sama-sama diatur oleh 
pemerintah, selalu menjadi topik sensitif dalam politik 
Indonesia. Pada Juli 2013, ketika terjadi kenaikan har-
ga bahan bakar, tarif transportasi diizinkan untuk naik 
sebesar 20 persen, walaupun Organda menyatakan 
bahwa tarif seharusnya dinaikkan sebesar 35 persen. 
Demikian pula, pada 2014, menyusul kenaikan harga 
bahan bakar, Organda mengorganisasi mogok massal 
nasional karena pemerintah tidak mengizinkan opera-
tor transportasi, termasuk perusahaan-perusahaan 
taksi kecil dan ojek, untuk menaikkan tarif mereka 
untuk menghadapi harga bahan bakar baru tersebut 
(GSI, 2015; GSIa, 2015).  

Perusahaan Batubara Menuntut Subsidi dari Pemerin-
tah

Pada 7 Maret 2016, Asosiasi Pengusaha Batu Bara In-
donesia (APBI-ICMA) mengumumkan hasil penelitian 
yang mereka lakukan bersama PricewaterhouseCoo-
pers terkait kesiapan industri batubara untuk me-
masok 20 GW kapasitas listrik baru sebagai bagian dari 
rencana pemerintah untuk mengadakan pembangkit 
listrik sebesar 35GW.

Laporan ini antara lain didasarkan pada survei terba-
tas terhadap perusahaan-perusahaan tambang serta 
wawancara terhadap para penambang dan produsen 
batubara. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa 
dengan harga batubara yang rendah saat ini, perusa-
haan batubara harus mengurangi eksplorasi mereka 
sebesar 29 persen dibandingkan pada 2012, yang 
akan menyebabkan habisnya cadangan batubara 
pada 2033-2036. Hal ini dipandang akan mengganggu 
kemampuan para produsen untuk memasok batubara 
dalam jumlah cukup dalam rangka memenuhi kebutu-
han kapasitas pembangkit listrik tenaga batubara 20 
GW sebagai bagian dari program 35 GW pemerintah. 
Atas dasar inilah, APBI-ICMA menuntut pemerintah 
untuk mendukung perusahaan-perusahaan tambang 
batubara dengan memperkenalkan sistem “penetapan 
harga berdasar biaya/cost-based-pricing” untuk me-
nyubsidi ekstraksi batubara (Indonesian Coal Associa-
tion, 2016). 

Hanya dalam tiga hari setelah pengumuman tersebut, 
APBI-ICAM bertemu Menteri Sudirman Said untuk 
menyampaikan rekomendasi secara langsung. Menteri 
Sudirman Said menjawab secara diplomatis bahwa 
masalah utamanya bukanlah kelangkaan batubara, na-
mun justru karena ekstraksi batubara tidak lagi layak 
(viable) secara ekonomi pada tingkat harga tertentu. 
Menteri Sudirman Said kemudian menjanjikan akan 
memfasilitasi pembicaraan antara para produsen 
batubara, produsen listrik, dan PT PLN untuk men-
emukan solusi terbaik untuk masalah ini (Kementerian 
ESDM, 2016). 

Permintaan APBI-ICMA untuk menyubsidi perusahaan 
batubara dengan secara artifisial meningkatkan harga 
batubara domestik segera mengundang reaksi nega-
tif dari berbagai organisasi masyarakat sipil. Dalam 
sebuah jumpa pers pada 10 Maret 2016, Greenpeace 
Indonesia dengan tegas menentang tuntutan APBI-
ICMA atas landasan aspek lingkungan dan ekonomi. 
Greenpece Indonesia mengutip bahwa keuntungan 
kotor perusahaan tambang secara umum pada 2011 
adalah sebesar USD6,5 miliar, dan memperkirakan 
bahwa tuntutan membebankan biaya tambahan (sur-
charging) atas harga batubara domestik tersebut akan 
menambah beban kepada pembayar pajak Indonesia 
sebesar USD230 juta hingga USD680 juta per tahun. 
Dengan tegas, Greenpeace Indonesia juga mengkritik 
usulan penelitian tersebut untuk mendanai subsidi 
bahan bakar melalui dana pensiun Indonesia. 

Selain itu, Greenpeace Indonesia juga menyatakan 
bahwa tuntutan dari APBI-ICMA tersebut sebenarnya 
semakin menegaskan fakta bahwa Indonesia harus 
berhenti mutlak menggunakan batubara, karena sum-
ber pembiayaan batubara sudah mulai menipis dan 
menjadi beban fiskal yang amat besar karena menjadi 
aset terdampar (stranded asset). Greenpeace Indo-
nesia justru mendorong pemerintah untuk mencari 
sumber energi bersih, dengan mengutip pengalaman 
India dalam mengembangkan kapasitas tenaga sury-
anya yang secara biaya lebih kompetitif. 

Sesungguhnya dari perspektif internasional, pengala-
man juga menunjukkan bahwa negara-negara sudah 
mulai meninggalkan batubara. Cina misalnya, telah 
mengubah kebijakannya terkait batubara setelah 
menghadapi protes keras masyarakat terkait dam-
pak kesehatan polusi pembangkit listrik batubara, 
dan baru-baru ini memutuskan untuk menghentikan 
perizinan pembukaan tambang batubara baru selama 
tiga tahun. Pemerintah Cina juga memerintahkan 15 
provinsi untuk menghentikan pembangunan pem-
bangkit listrik yang ijinya telah disetujui. 
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Pengakuan Internasional atas Upaya Reformasi Indo-
nesia

Upaya Indonesia untuk mengurangi subsidi bahan 
bakar fosil bagi konsumen di bawah pemerintahan 
Jokowi telah menarik perhatian internasional yang 
signifikan selama satu tahun terakhir. Baru-baru ini 
Wakil Presiden Swiss, Doris Leuthard, dalam perte-
muan dengan Direktur Jenderal Energi Baru Terbaru-
kan dan Konservasi Energi, Rida Mulyana, di Jakarta, 
menyatakan bahwa Pemerintah Swiss mengapresiasi 
langkah yang diambil oleh Indonesia dalam merefor-
masi subsidi dan memuji perkembangan yang telah 
dicapai hingga saat ini. Pertemuan tersebut berlang-
sung pada 31 Maret, hanya satu hari setelah harga 
baru bahan bakar bersubsidi diumumkan oleh pemer-
intah.  
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